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ABSTRAK 

 

 

 

Berbagai permasalahan yang memerlukanperhatiandaripemerintah, 

diantaranyaadalahPerdagangan Orang,haltersebutmenimbulkanbanyaknya korban-

korban kejahatan dan berbagaipermasalahanmaupunkekhawatiranyang 

terjadidimasyarakat pada umumnya,baik korban ataupunpihak 

korban.Dalampenulisaninipenulismenyorotikasus Perdagangan Orang 

dariPutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. 

Tujuandaripenelitianiniyaituuntukmengetahuiperaturanperundang-

undanganterhadap korban TindakPidanaPerdagangan Orang 

sertauntukmengetahiubagaimanapelaksanaanputusanPengadilan Negeri Jakarta 

Barat Nomor:2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.BarterkaitRestitusi Korban. 

Metode yang digunakandalampenulisaniniadalahYuridisNormatif yang 

dilakukandengancaramenelitidata sekundersepertiUndang-Undang, 

hasilpenelitian, hasilkaryadarikalanganhukumbesertabuku-bukuatauliteratur-

literaturkaryailmiah. 

Hasil yang 

penulisdapatdaripenelitianiniadalahbahwasemuaperaturandalamkebijakanformulas

imengenaiperlindungan korban sudah ada di Indonesia 

yangmengamanatkanbahwasetiap orang memilikihakuntukdilindungi. 

Namundisampingitumasihsajaterjadikekosonganhukum khususnya pada kasus ini, 

dimanaHakim memberikan Putusan alternatif antara pidana kurungan atau 

membayar Restutusisepertiyang tertulis di dalam Undang-UndangNomor 21 tahun 

2007 Pasal 4 TentangPemberantasanTindakPidanaPerdagangan Orang. 

Dikarenakanpidana kurungan yang begitu singkat, terpidana lebih memilih untuk 

pidana kurungan sehingga perlidungan korban untuk mendapatkan Restutusi tidak 

tercapai. 
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